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BAB VI 

   PENUTUP 

6.1    Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan di atas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik tanah ulayat suku loga dan suku 

weso dinilai efektif dilihat dari 3 indikator menurut (Nasikun 2004:72) yaitu 

Konsiliasi,Mediasi dan Arbitrasi. 

1. Konsiliasi 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap konsiliasi ketua 

adat atau konsiliator akan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk 

bersama sama membahas permasalahan. Dilihat dari hasil wawancara yang 

mengatakan bahwa: 

a) Pihak yang berselisih membuat kesepakatan siapa konsiliator.kedua belah 

pihak harus memutuskan siapa yang akan menjadi konsiliator atau pihak 

ketiga untuk penyelesaian. Dalam kesepakatan harus benar benar sah dan 

dapat diterima semua masyarakat adat. 

b) Konsiliator diberi waktu untuk menyelesaikan masalah.Disini konsiliator 

harus mencari bukti bukti yang rill di masyarakat dan memahami silsilah adat 

istiadat. 

c) Konsiliator mempertemukan kedua belah pihak. Dalam pertemuan kedua 

pihak konsiliator harus mendekatkan kedua belah pihak dengan cara 

kekeluargaan agar tidak terjadi konflik dalam pertemuan tersebut. Di sini 

pihak konsiliator memberikan suatu solusi bagi para pihak yang bersengketa 

mengenai sengketa tanah ulayat yang terjadi, konsiliator juga memberikan 

fasilitas kepada para pihak untuk menyampaikan seluruh pendapat dan 



 
 

59 
 

persoalan yang terjadi, akan tetapi pihak konsiliator tidak berpihak kepada 

siapapun juga, melainkan hanya sebagai orang yang memberikan solusi dan 

fasilitas untuk mencari bukti yang benar-benar nyata. 

d) Hasil dari pertemuan. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak 

dengan proses penyelesaian selanjutnya, selanjutnya yaitu makan adat di 

dalam rumah adat atau sa’o. 

2. Mediasi 

Dari hasil wawancara  diatas dapat disimpulkan bahwa proses mediasi sudah berjalan 

dengan baik, dan dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut: 

a) Pembentukan forum. Dalam pembentukan forum ini biasanya melibatkan 

ketua adat, kepala Desa setempat, aparat keamanan setempat dan masyarakat 

adat. Sesuai dengan hasil yang yang disepakati pada tahap pertama yaitu 

selanjutnya akan menggali lebih dalam tentang hak hak ulayat. 

b) Pengumpulan dan pembagian informasi. Pada tahap ini kedua belah pihak 

mulai menunjukan bukti sejarah yang mereka ketahui atau yang disimpan 

oleh leluhur mereka. Sebagai mediator, Kepala Adat membantu para pihak 

dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari 

persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Kepala adat sebagai 

mediator atau penengah dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan 

mencari bukti otentik. 

c) Penyelesaian masalah. Pada tahap akhir ini biasanya dengan menggunakan 

adat Juralange yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.disini akan 

terjadi pembagian batas tanah dengan dibatasi pepohonan atau batu 

(Juralange) yang melambangkan bahwa tanah ini milik ulayat mereka. 
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3. Arbitrasi 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan arbitrasi tidak 

berjalan dengan baik karena pada tahapan ini  tanah ulayat diberikan secara sukarela 

kepada orang yang berkualitas untuk menyelesaikan. Sesuai hasil penelitian, peneliti 

melihat pada arbitrasi ini di Desa Boba biasa digunakan adat juralange sebagai tahap 

akhir dalam penyelesaian konflik tanah ulayat. 

Ada juga faktor penghambat yaitu batas tanah ulayat yang tidak jelas, adanya 

praktik ketidak adilan,kehilangan saksi atau pelaku sejarah, yang artinya kedua belah 

pihak merasa benar dengan apa yang mereka dapatkan dari sejarah atau silsilah 

leluhur mereka sehingga dapat menghambat terjadinya proses penyelesaian sengketa 

tanah ulayat. Faktor pendukung yaitu kesediaan dari kedua belah pihak untuk 

melakukan perdamaian secara adat. 

Dalam penyelesaian konflik yang digunakan selama ini di Desa Boba, 

Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada sesuai dengan hasil pengamatan  

sangat membantu masyarakat adat  menuju perdamaian. Meskipun masih ada faktor 

penghambat yang menjadi penghalang dalam penyelesaian, karena dengan sikap 

yang diambil oleh Mediator dan kesediaan dari pihak pihak lain yang ikut membantu, 

sehingga penyelesaian tanah ulayat menggunakan proses Konsiliasi, Mediasi dan 

arbitrasi bisa dikatakan berhasil di Desa Boba, Kecamatan Golewa Selatan, 

Kabupaten Ngada, dan juga Model penyelesaian seperti ini sudah turun temurun dari 

zaman dulu sampai pada sat ini. 

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di masyarakat adat Desa Boba 

dilakukan oleh pengurus adat setempat yang disebut Mediator atau Konsiliator 

melalui beberapa tahap yaitu Tahap Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi. Pada tingkat 

terakhir ini jarang atau tidak pernah penyelesaian sengketa itu terselesaikan. Cara 
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penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah melalui jalur adat yang disebut dengan 

adat Juralange yang dilakukan secara berdamai/kekeluargaan, dengan pihak yang 

bersalah atau yang sudah mengakui kesalahan membayar denda secara adat dan harus 

bersedia memberi apapun bentuk denda tersebut yang biasa dilakukan di Desa boba 

yaitu pemberian Anak Babi atau Ana Wawi. 

6.2 Saran   

Adapun saran yang penulis kemukakan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Ketua adat sebagai Mediator yang dipercaya menjadi hakim penengah, harus bisa 

bersikap tegas dan membuat aturan yang bersifat memikat dan memberikan 

sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya kususnya terbukti adanya praktik 

ketidak adilan dalam penjelasan hak hak ulayat. 

2. Sebaiknya batas-batas patokan atau yang disebut dalam bahasa adat Juralange 

yang digunakan bersifat lebih kuat, agar tidak mudah tergeser ataupun hilang 

hingga tanda kepemilikan tanah menjadi lebih pasti. 
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